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WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

a.

bahwa sehubung dengan adanya perubahan
Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Bandar Lampung, maka perlu
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
pemberian tambahan penghasilan kepada
pegawai PNS daerah ditetapkan dengan
Perkada dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di
atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Bandar Lampung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan .Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban
Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 36);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17
Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024,

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-
4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam* Negeri Terhadap
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor
47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kota Bandar Lampung.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.



10.

11.

12,

13.

14.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah Setiap Warga Negara Indonesia
yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki Jabatan Pemerintahan.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bandar Lampung.

Tambahan Penghasilan - Pegawai yang
selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan
kinerja berdasarkan capaian kinerja pegawai
dan penilaian objektif lainnya yang diterima
pegawai di luar gaji dan tunjangan lain yang
sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
dan profesionalisme pegawai.

Kelas Jabatan adalah  bilangan yang
menunjukkan tingkat beban kerja pada
masing-masing jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan
yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pelaksana adalah kelompok jabatan
administrasi yang bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk
menilai suatu jabatan secara sistematis dengan
menggunakan Kriteria-kriteria yang disebut
sebagai faktor jabatan terhadap informasi
faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan
dan kelas jabatan.

Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang
digambarkan secara vertikal dan horizontal
menurut struktur kewenangan, tugas, dan
tanggung jawab jabatan serta persyaratan
jabatan. Peta Jabatan menggambarkan seluruh
jabatan yang ada dan kedudukannya dalam
unit kerja. -



15.

16.

I7.

18.

19.

20.

21.

Informasi Faktor Jabatan adalah data yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi
Jabatan Struktural maupun Jabatan
Fungsional yang berasal dari analisis jabatan
dan sumber-sumber lain misalnya hasil
wawancara.

Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang
menjadi identitas penamaan jabatan dibawah
Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah
dalam suatu organisasi. i

Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor
evaluasi Jabatan Struktural maupun Jabatan
Fungsional yang digunakan untuk menentukan
kelas jabatan.

Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan
Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam
satuan organisasi negara yang digunakan
sebagai dasar pemberian besaran tunjangan
kinerja.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah
laporan yang wajib disampaikan oleh
penyelenggara negara mengenai harta
kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali
menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BMD adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah
suatu proses tuntutan terhadap Bendahara,
Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai bukan
Bendahara atau Pengurus/Penyimpan Barang,
atau pihak ketiga yang telah melakukan
perbuatan yang mengakibatkan kerugian
keuangan atau barang Daerah.

Pasal I

Ketentuan huruf e dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan
Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Derah Kota Bandar Lampung dihapus
sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:



Pasal 3

Penerima TPP adalah PNS Daerah.

PNS yang mutasi masuk, TPP dibayarkan
setelah mendapatkan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas.

TPP tambahan diberikan kepada PNS dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

Pejabat atasan langsung atau atasan tidak
langsung yang merangkap sebagai Plt. atau
Plh atau pejabat menerima TPP PNS
tambahan, ditambah 20% (dua puluh
persen) dari TPP PNS dalam Jabatan
sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada
jabatan yang dirangkapnya;

Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau
Plh atau Penjabat Jabatan lain menerima
TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20%
(dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih
rendah pada Jabatan definitif atau jabatan
yang dirangkapnya,

Pejabat satu tingkat dibawah Pejabat
Definitif yang berhalangan tetap atau
berhalangan sementara yang merangkap
sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat hanya
menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS
yang tertinggi;

TPP Pegawai PNS tambahan bagi pegawai
yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau
penjabat dibayarkan terhitung mulai
tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau
penjabat;

Plt. atau Plh. penjabat diberikan TPP PNS
tambahan, yang menjabat dalam jangka

waktu paling singkat 1 (satu) bulan
kalender.



Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar
Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 AGuSTus 202y

WALI KOTA BANDAR/ LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 39


Cap/dto

Cap/dto
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